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KATA PENGANTAR 
 

 

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, 

karena atas rahmat dan hidayah-Nya, buku Hukum Acara Peradilan 

Agama ini dapat diselesaikan dengan baik. Buku ini hadir sebagai 

upaya untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai 

hukum acara yang berlaku di lingkungan Peradilan Agama sebagai 

salah satu pilar penegakan hukum dan keadilan bagi masyarakat 

muslim di Indonesia. 

Peradilan Agama merupakan peradilan negara yang sah dan 

sekaligus merupakan peradilan Islam di Indonesia yang diberi 

wewenang oleh peraturan perundang-undangan untuk mewujudkan 

hukum material Islam dalam batas-batas kekuasaannya . Dalam 

melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Peradilan Agama 

memerlukan hukum acara yang mengatur cara bagaimana seseorang 

bertindak di muka pengadilan dan cara bagaimana pengadilan 

bertindak untuk menyelesaikan perkara-perkara tertentu . Kehadiran 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang 

kemudian diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan UU Nomor 50 

Tahun 2009, telah menjadikan hukum acara Peradilan Agama lebih 

konkret dan terintegrasi dalam sistem hukum nasional . 

Buku ini disusun untuk menjadi pegangan bagi para akademisi, 

mahasiswa, dan praktisi hukum yang ingin mendalami hukum acara 

Peradilan Agama secara tepat dan benar. Di dalamnya dibahas 

berbagai topik penting, mulai dari pengertian dan sumber hukum 

acara Peradilan Agama, asas-asas yang mendasarinya, kewenangan 

absolut Peradilan Agama sebagaimana diatur dalam Pasal 49 UU 

Peradilan Agama , hingga unsur-unsur dan proses beracara di 

Pengadilan Agama. Cakupan kewenangan tersebut meliputi perkara di 

bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, 

shadaqah, dan ekonomi syari'ah . Buku ini juga dilengkapi dengan 

pembahasan mengenai perkembangan terkini seperti e-Court dan e-

Litigation yang telah diterapkan di lingkungan Peradilan Agama . 
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Semoga buku ini dapat memberikan manfaat dan menjadi 

penuntun bagi siapapun yang ingin memahami dan 

mengimplementasikan hukum acara Peradilan Agama dalam praktik 

peradilan di Indonesia. 

 

Terima kasih.. 
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2 Ana Tasia Pase 

Pendahuluan 

Peradilan merupakan salah satu instrumen utama dalam mewujudkan 

cita negara hukum (rechtstaat) yang menempatkan hukum sebagai 

landasan dalam mengatur hubungan antara negara dan warga negara. 

Dalam kerangka negara hukum modern, keberadaan lembaga 

peradilan tidak hanya berfungsi sebagai sarana penyelesaian 

sengketa, tetapi juga sebagai mekanisme perlindungan hak-hak warga 

negara, pengawasan terhadap pelaksanaan kekuasaan, serta penjaga 

tegaknya keadilan dan kepastian hukum. Oleh karena itu, efektivitas 

suatu sistem peradilan tidak semata-mata ditentukan oleh kualitas 

hukum materiil yang berlaku, melainkan juga oleh keberadaan hukum 

acara yang mengatur tata cara penegakan hukum tersebut dalam 

praktik peradilan (Rahardjo, 2014). 

Dalam perspektif ilmu hukum, hukum acara memiliki posisi yang 

sangat strategis karena berfungsi sebagai jembatan antara norma 

hukum yang bersifat abstrak dengan realitas penerapannya dalam 

kehidupan masyarakat. Hukum materiil menentukan hak dan 

kewajiban hukum seseorang, sedangkan hukum acara menyediakan 

mekanisme untuk mempertahankan, menegakkan, dan memulihkan 

hak-hak tersebut ketika terjadi pelanggaran atau sengketa. Dengan 

kata lain, hukum materiil tanpa hukum acara akan kehilangan 

efektivitasnya, karena tidak tersedia sarana yang sah untuk menuntut 

pelaksanaannya. Sebaliknya, hukum acara tanpa hukum materiil akan 

kehilangan substansinya karena tidak memiliki objek yang harus 

ditegakkan. Hubungan keduanya bersifat integral dan saling 

melengkapi dalam sistem hukum nasional (Mertokusumo, 2009). 

Pada ranah domestik, sistem peradilan nasional diselenggarakan 

melalui empat lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah 

Agung, yaitu Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan 

Peradilan Tata Usaha Negara. Di antara keempat lingkungan peradilan 

tersebut, Peradilan Agama memiliki karakteristik yang khas karena 

secara historis dan yuridis lahir dari kebutuhan masyarakat Muslim 

untuk memperoleh penyelesaian perkara berdasarkan prinsip-prinsip 

hukum Islam yang telah diakomodasi dalam sistem hukum nasional. 

Keberadaan Peradilan Agama mencerminkan pengakuan negara 
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terhadap keragaman sistem hukum yang hidup dalam masyarakat 

Indonesia, sekaligus menunjukkan kemampuan sistem hukum 

nasional dalam mengakomodasi nilai-nilai keagamaan tanpa 

mengurangi prinsip-prinsip negara hukum yang demokratis (Aripin, 

2008). 

Peradilan Agama merupakan salah satu lembaga peradilan tertua 

di Indonesia. Secara historis, praktik penyelesaian sengketa 

berdasarkan hukum Islam telah berlangsung jauh sebelum 

terbentuknya negara Indonesia modern. Pada masa kerajaan-kerajaan 

Islam di Nusantara, fungsi peradilan dijalankan oleh para qadhi atau 

penghulu yang diberi kewenangan oleh penguasa untuk 

menyelesaikan berbagai persoalan hukum masyarakat, terutama yang 

berkaitan dengan perkawinan, kewarisan, wakaf, dan persoalan 

keagamaan lainnya. Tradisi tersebut kemudian mengalami berbagai 

perubahan pada masa kolonial Belanda, ketika pemerintah kolonial 

mulai melakukan pembatasan terhadap kewenangan lembaga 

peradilan Islam melalui berbagai kebijakan hukum kolonial (Bisri, 

2003). 

Meskipun mengalami berbagai dinamika politik-hukum, 

eksistensi Peradilan Agama tetap bertahan dan memperoleh 

legitimasi yang semakin kuat setelah Indonesia merdeka. Penguatan 

tersebut mencapai momentum penting dengan lahirnya Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang 

memberikan dasar hukum yang lebih komprehensif mengenai 

kedudukan, kewenangan, dan tata cara penyelenggaraan Peradilan 

Agama. Reformasi hukum yang berlangsung setelah tahun 1998 

semakin memperkuat posisi Peradilan Agama melalui perubahan 

Undang-undang yang memperluas kewenangannya, termasuk dalam 

bidang ekonomi syariah. Perkembangan ini menunjukkan bahwa 

Peradilan Agama tidak lagi dipandang sebagai lembaga peradilan yang 

hanya mengurusi persoalan keluarga, melainkan telah berkembang 

menjadi institusi hukum yang memiliki peran strategis dalam 

mendukung perkembangan sistem ekonomi syariah nasional 

(Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 

2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009). 
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Pendahuluan  

Indonesia adalah negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 

1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945. (Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 

1945). Sebagai negara hukum, penyelenggaraan kehidupan berbangsa 

dan bernegara harus berdasarkan hukum untuk menjamin keadilan, 

kepastian hukum, dan kemanfaatan. Dalam mewujudkan tujuan 

tersebut, kekuasaan kehakiman memiliki peran penting sebagai 

lembaga penegak hukum yang independen. Menurut Pasal 24 UUD 

NRI Tahun 1945, kekuasaan kehakiman dijalankan oleh Mahkamah 

Agung dan badan-badan peradilan yang berada di bawah naungannya, 

yaitu Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan 

Peradilan Tata Usaha Negara. Peradilan Agama merupakan 

lingkungan peradilan yang secara khusus berwenang memeriksa, 

mengadili, dan memberikan putusan terhadap perkara-perkara 

tertentu yang melibatkan pihak-pihak yang beragama Islam 

(Muhammad Syaifuddin, 2021). 

Keberadaan Peradilan Agama merupakan bentuk pengakuan 

negara terhadap hukum Islam yang hidup dalam masyarakat. Secara 

yuridis, kedudukannya semakin kuat sejak berlakunya Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang 

kemudian diubah melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan 

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Perubahan tersebut 

memperluas kewenangan Peradilan Agama, termasuk dalam 

penyelesaian sengketa ekonomi syariah. 

Sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman, Peradilan 

Agama memiliki peran strategis dalam memberikan kepastian hukum 

dan keadilan bagi umat Islam. Namun, perkembangan masyarakat dan 

kompleksitas perkara yang semakin meningkat menuntut penguatan 

kelembagaan serta peningkatan kualitas pelayanan peradilan. Oleh 

karena itu, pembahasan mengenai kedudukan Peradilan Agama dalam 

sistem peradilan nasional menjadi penting untuk memahami posisi, 

kewenangan, dan kontribusinya dalam mewujudkan penegakan 

hukum dan keadilan di Indonesia (Abdul Manan, 2022). 
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Sistem Peradilan Nasional Indonesia  

Sistem peradilan nasional Indonesia merupakan bagian dari 

pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang berfungsi menegakkan 

hukum dan keadilan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam pelaksanaannya, sistem 

peradilan nasional berada di bawah Mahkamah Agung yang 

membawahi empat lingkungan peradilan, yaitu Peradilan Umum, 

Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara 

(Jimly Asshiddiqie, 2019). Keberadaan sistem peradilan tersebut 

bertujuan untuk menjamin kepastian hukum, keadilan, dan 

perlindungan hak-hak warga negara sesuai prinsip negara hukum.  

1. Lingkungan Peradilan di Indonesia 

Lingkungan peradilan di Indonesia merupakan bagian dari sistem 

peradilan nasional yang berfungsi melaksanakan kekuasaan 

kehakiman secara merdeka untuk menegakkan hukum dan 

keadilan. Keberadaan lingkungan peradilan mencerminkan adanya 

spesialisasi kewenangan dalam penyelesaian berbagai jenis 

perkara sehingga proses peradilan dapat berjalan lebih efektif dan 

memberikan kepastian hukum bagi masyarakat. (Sudikno 

Mertokusumo, 2019) 

Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, 

terdapat empat lingkungan peradilan di Indonesia, yaitu Peradilan 

Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata 

Usaha Negara. Peradilan Umum berwenang menangani perkara 

pidana dan perdata pada umumnya, sedangkan Peradilan Agama 

berwenang memeriksa dan memutus perkara tertentu bagi 

masyarakat yang beragama Islam. Sementara itu, Peradilan Militer 

menangani perkara yang melibatkan anggota militer, dan Peradilan 

Tata Usaha Negara berwenang menyelesaikan sengketa yang 

timbul akibat keputusan atau tindakan administrasi pemerintahan 

(Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan 

Kehakiman, 2009). 

Keempat lingkungan peradilan tersebut memiliki kedudukan 

yang sejajar dalam sistem peradilan nasional, namun masing-

masing memiliki kompetensi absolut yang berbeda sesuai dengan 

bidang kewenangannya. Pembagian kewenangan tersebut 
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Pengertian Asas Hukum dalam Peradilan Agama  

Definisi asas hukum ialah landasan fundamental yang menjadi dasar 

untuk berfikir dan berperilaku dalam menjalankan sistem hukum di 

Indonesia (Nawawi et al., 2026). Ilmu hukum mengartikan bahwa asas 

hukum sebagai dasar mengarahkan tentang bagaimana membentuk, 

menerapkan dan menegakkan hukum (Ingrabatun et al., 2026). Asas 

hukum tidak hanya secara tertulis dalam peraturan perundang-

undangan, namun asas hukum menjadi roh yang membangkitkan 

sistem hukum secara utuh.  

Asas hukum pada peradilan agama mendapatkan posisi yang 

sangat penting karena menjadi pedoman hakim dalam memutuskan 

sebuah perkara, aparatur peradilan, dan para masyarakat yang 

mencari keadilan pada proses peradilan (Adityarani, 2025). Dalam 

konteks peradilan agama, asas-asas hukum tidak hanya bersumber 

pada peraturan perundang-undangan, namun syariat agama Islam 

mendapatkan peran penting yang mengedepankan keadilan, 

kemaslahatan dan perlindungan hak-hak masyarakat.  

Pelaksanaan kekuasaan kehakiman di Indonesia memiliki 

beberapa karakteristik yang berbeda-beda; peradilan agama 

termasuk yang memiliki karakteristik yang berbeda dari peradilan di 

Indonesia. Perbedaan peradilan agama dengan peradilan yang lain 

terletak pada kompetensi absolut yang ada kaitannya dengan perkara 

Islam seperti perkawinan, wasiat, waris, wakaf, hibah, infak, zakat, 

shodaqoh, dan ekonomi syariah. Maka dari itu, asas-asas yang berlaku 

di pengadilan agama tidak hanya sebagai pedoman tetapi juga menjadi 

instrumen moral dan etik dalam mewujudkan keadilan.  

Asas-asas hukum dalam peradilan agama memiliki beberapa 

manfaat, yaitu sebagai panduan dalam menyusun peraturan hukum, 

sebagai pemahaman hukum apabila terdapat kekosongan dan 

ketimpangan norma, sebagai pengawas dalam menyelenggarakan 

peradilan agar tetap menghasilkan keadilan dan kepastian hukum, 

dan terakhir sebagai sarana pertahanan hak-hak yang didapatkan 

para pihak yang berperkara di peradilan.  

Asas-asas hukum peradilan agama dalam praktiknya menjadi 

poin penting dalam menimbang kualitas dalam menyelenggarakan 
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kekuasaan kehakiman (Saputra et al., 2025). Dalam penerapan asas-

asas hukum, semakin baik penerapannya, maka semakin banyak 

kepercayaan masyarakat pada lembaga peradilan agama. 

Kebalikannya, pelanggaran pada penerapan asas-asas hukum 

menurunkan legitimasi lembaga peradilan serta menurunkan 

kepercayaan masyarakat pada lembaga peradilan.  

Maka dari itu, kesadaran komprehensif mengenai asas-asas 

hukum peradilan agama menjadi kepatuhan penting bagi hakim, 

akademisi, mahasiswa maupun praktisi hukum Islam. Kesadaran 

tersebut tidak hanya dibutuhkan dalam kajian teoritis atau tertulis, 

namun dalam implementasi praktis untuk melahirkan sistem 

peradilan yang kompeten, modern dan berkeadilan. Selain itu agar 

masyarakat atau pihak yang berperkara mendapatkan kepastian 

hukum yang berkeadilan, agar menumbuhkan kepercayaan 

masyarakat pada peradilan agama.  

 

Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan  

Asas yang pertama adalah asas sederhana, cepat dan biaya ringan 

yang menjadi salah satu asas pokok pada peradilan di Indonesia dan 

juga pada peradilan agama di Indonesia (I.C. et al., 2025). Dalam 

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan 

kehakiman, dijelaskan asas ini, yang menjelaskan bahwa peradilan 

dilakukan dengan sederhana, cepat dan ringan. Asas sederhana 

berarti bahwa proses peradilan dilakukan secara efektif, dapat 

dipahami, dan tidak terkait.  

Prosedur peradilan di Indonesia tidak boleh dibuat susah yang 

akan menghadirkan kesulitan bagi masyarakat atau pihak yang 

berperkara dalam mendapatkan keadilan. Tujuan peradilan agama 

pada asas sederhana ini adalah untuk memberikan prosedur yang 

mudah bagi masyarakat dan memberikan akses hukum bagi 

masyarakat yang lebih luas, terutama kepada kelompok rentan atau 

kelompok ekonomi lemah yang jauh dari akses hukum.  

Asas sederhana pada peradilan agama diterapkan pada proses 

penyederhanaan administrasi perkara, penggunaan formulir standar, 

dan pelayanan terpadu satu pintu (PTSP). (Iskandar et al., 2025) 
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Konsep Dasar Subjek Hukum dalam Peradilan Agama 

1. Pengertian Subjek Hukum dalam Perspektif Hukum Islam dan 

Hukum Positif 

Subjek hukum dalam hukum acara Peradilan Agama adalah setiap 

pihak yang dapat memiliki hak dan kewajiban serta dapat 

bertindak di depan hukum. Dalam perspektif hukum Islam, subjek 

hukum dikenal dengan istilah mukallaf, yaitu orang yang telah 

dikenai beban hukum karena telah memenuhi syarat taklif seperti 

berakal dan baligh. Dalam hukum positif Indonesia, subjek hukum 

mencakup orang perseorangan dan badan hukum yang diakui oleh 

peraturan perundang-undangan. Pengakuan ini menunjukkan 

bahwa hukum tidak hanya melekat pada individu, tetapi juga pada 

entitas hukum tertentu yang memiliki kapasitas bertindak. Dengan 

demikian, subjek hukum menjadi dasar utama dalam menentukan 

siapa yang dapat berperkara di Peradilan Agama (Bintoro, 2013). 

Dalam hukum Islam, konsep subjek hukum berkaitan erat 

dengan kemampuan seseorang dalam menerima dan 

melaksanakan hukum syariah. Al-Qur’an menegaskan bahwa 

setiap individu bertanggung jawab atas perbuatannya 

sebagaimana dalam QS. Al-An’am ayat 164 yang menyatakan 

bahwa seseorang tidak memikul dosa orang lain. Prinsip ini 

menunjukkan bahwa tanggung jawab hukum bersifat individual 

dan melekat pada subjek hukum yang cakap. Dalam konteks ini, 

seseorang dianggap sebagai subjek hukum apabila ia memiliki akal 

sehat dan telah mencapai usia dewasa menurut ketentuan syariah. 

Oleh karena itu, konsep subjek hukum dalam Islam memiliki 

dimensi moral dan yuridis sekaligus (Ali, 2021). 

Dalam hukum positif Indonesia, pengertian subjek hukum 

tidak secara eksplisit dirumuskan dalam satu pasal, namun dapat 

diturunkan dari berbagai ketentuan peraturan perundang-

undangan. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) 

Pasal 1329 dan Pasal 1330 mengatur mengenai kecakapan 

seseorang untuk membuat perjanjian sebagai bentuk kapasitas 

hukum. Selain itu, Pasal 2 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 

tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan bahwa peradilan 
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dilakukan untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan 

Pancasila dan UUD 1945. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa 

hanya subjek hukum yang cakap yang dapat menjadi pihak dalam 

proses peradilan. Dengan demikian, kapasitas hukum menjadi 

syarat fundamental dalam menentukan kedudukan seseorang di 

hadapan hukum. 

Subjek hukum dalam Peradilan Agama memiliki karakteristik 

khusus karena dibatasi oleh kompetensi absolut lembaga peradilan 

tersebut. Berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 

1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 

50 Tahun 2009, Peradilan Agama berwenang memeriksa perkara 

tertentu bagi orang yang beragama Islam. Perkara tersebut 

meliputi perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, 

sedekah, dan ekonomi syariah. Ketentuan ini menunjukkan bahwa 

tidak semua subjek hukum dapat berperkara di Peradilan Agama, 

melainkan harus memenuhi kriteria tertentu. Oleh karena itu, 

agama dan jenis perkara menjadi faktor pembatas dalam 

menentukan subjek hukum di lingkungan Peradilan Agama. 

Dalam praktiknya, subjek hukum tidak hanya mencakup 

individu, tetapi juga badan hukum yang memiliki kepentingan 

dalam hukum Islam. Badan hukum seperti lembaga keuangan 

syariah, badan amil zakat, dan nadzir wakaf dapat menjadi pihak 

dalam perkara di Peradilan Agama. Hal ini sejalan dengan 

perkembangan hukum ekonomi syariah yang semakin kompleks 

dan membutuhkan pengakuan terhadap entitas hukum modern. 

Pengakuan tersebut menunjukkan bahwa hukum positif Indonesia 

bersifat adaptif terhadap perkembangan masyarakat. Dengan 

demikian, subjek hukum dalam Peradilan Agama bersifat luas 

namun tetap terikat pada prinsip syariah dan peraturan 

perundang-undangan. 

Relevansi konsep subjek hukum dalam Peradilan Agama 

sangat penting karena menjadi dasar dalam menentukan legal 

standing para pihak. Tanpa adanya subjek hukum yang sah, maka 

suatu gugatan atau permohonan tidak dapat diterima oleh 

pengadilan. Hal ini berkaitan dengan asas point d’intérêt, point 
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Konsep Dasar Gugatan dan Permohonan  
1. Pengertian Gugatan  

Gugatan merupakan suatu surat yang berisi tuntutan atas suatu 

perkara yang dipersengketakan yang diajukan oleh Penggugat 

kepada Tergugat di Pengadilan (Sinaga & Syahputra, 2023). 

Gugatan juga dapat didefiniskan sebagai sebuah tuntutan yang 

diajukan oleh satu atau beberapa pihak kepada pihak lain yang 

mana biasanya pihak yang mengajukan gugatan telah mengalami 

kerugian atau hak nya telah dilanggar sehingga menginginkan 

keadilan atas dirinya (Sarwono, 2011). Berdasarkan pengertian 

tersebut, dapat dipahami bahwa gugatan pada hakikatnya selalu 

mengandung sengketa yang timbul karena adanya pihak yang 

merasa dirugikan dan menuntut pihak yang dianggap telah 

merugikannya. Sengketa tersebut terjadi karena pihak yang 

dituntut tidak bersedia memenuhi atau memberikan hak pihak 

yang dirugikan secara sukarela. Oleh karena itu, dalam suatu 

gugatan selalu terdapat sekurang-kurangnya dua pihak yang saling 

berhadapan, yaitu penggugat sebagai pihak yang mengajukan 

tuntutan dan tergugat sebagai pihak yang dituntut.  

Gugatan diajukan kepada pengadilan yang berwenang dan 

menjadi dasar bagi hakim dalam melakukan pemeriksaan, 

pembuktian, serta penyelesaian perkara guna menentukan 

kebenaran dan memberikan kepastian hukum atas hak yang 

dipersengketakan. Agar suatu gugatan yang diajukan oleh 

penggugat dapat diterima dan dipertimbangkan oleh pengadilan, 

maka harus didasarkan pada alasan-alasan yang jelas dan kuat. 

Salah satu syarat yang mendasar adalah adanya pelanggaran 

terhadap hak penggugat yang menimbulkan kerugian bagi dirinya. 

Dengan kata lain, gugatan harus memiliki dasar fakta (feitelijke 

gronden) dan dasar hukum (rechtsgronden) yang dapat 

menunjukkan adanya hubungan antara perbuatan tergugat dengan 

kerugian yang dialami penggugat. Apabila gugatan yang diajukan 

tidak didukung oleh alasan yang memadai mengenai peristiwa 

yang menjadi dasar tuntutan, maka dalam proses persidangan 

gugatan tersebut berpotensi ditolak atau tidak dikabulkan oleh 

hakim karena tidak terbukti adanya hak yang dilanggar maupun 

kerugian yang diderita oleh penggugat (Delfiana Iriani, 2018). 
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2. Pengertian Permohonan  

Secara umum, surat permohonan dapat diartikan sebagai surat 

resmi yang dibuat oleh individu, badan usaha, atau organisasi 

untuk mengajukan permintaan tertentu kepada pihak atau instansi 

yang berwenang. Surat ini lazim digunakan dalam berbagai 

keperluan formal, baik di lingkungan perusahaan, lembaga 

pendidikan, maupun institusi lainnya guna memperoleh 

persetujuan, pelayanan, atau tindakan tertentu dari pihak yang 

dituju (Redaksi OCBC NISP, 2021). Surat permohonan dalam 

lingkungan peradilan agama digunakan untuk berbagai perkara 

yang menjadi kewenangan pengadilan, seperti permohonan 

dispensasi kawin, penetapan ahli waris, penetapan asal-usul anak, 

pengangkatan wali, izin poligami, serta permohonan lain yang 

secara hukum ditentukan untuk diperiksa melalui mekanisme 

voluntair (Manan, 2016). Oleh karena itu, penyusunan surat 

permohonan harus memperhatikan ketentuan hukum acara yang 

berlaku, baik mengenai identitas para pihak, dasar hukum 

permohonan (posita), maupun tuntutan yang dimohonkan kepada 

pengadilan (petitum), sehingga permohonan dapat diterima dan 

diperiksa secara efektif oleh hakim. 

Permohonan pada dasarnya merupakan perkara yang tidak 

mengandung unsur sengketa antara para pihak. Permohonan dapat 

pula dipahami sebagai suatu tuntutan hak keperdataan yang 

diajukan oleh seseorang yang memiliki kepentingan hukum 

terhadap suatu hak tertentu tanpa adanya pihak lain yang menjadi 

lawan atau pihak yang berselisih. Oleh karena tidak terdapat 

konflik kepentingan yang harus diselesaikan, pemeriksaan perkara 

permohonan oleh pengadilan lebih berfungsi untuk memberikan 

penetapan atau pengesahan atas suatu keadaan hukum tertentu, 

sehingga proses pemeriksaannya tidak dapat disamakan 

sepenuhnya dengan proses peradilan yang bersifat sengketa 

(contentius) (Mujahidin, 2012). 

Produk hukum dari permohonan disebut dengan penetapan 

(beschiking). Penetapan merupakan keputusan yang dikeluarkan 

oleh pengadilan atas permohonan yang diajukan oleh pemohon 

dalam perkara yang tidak mengandung sengketa dan tidak 
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Pendahuluan 

Peradilan agama sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman 

memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus 

perkara tertentu bagi masyarakat yang beragama Islam. Pelaksanaan 

kewenangan tersebut harus dilaksanakan berdasarkan prinsip 

peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan sebagaimana 

diamanatkan dalam sistem peradilan nasional. Salah satu aspek yang 

menentukan terwujudnya proses peradilan yang adil adalah 

pemanggilan para pihak secara sah dan patut sebelum persidangan 

dilaksanakan. Pemanggilan tersebut menjadi instrumen penting 

untuk menjamin terpenuhinya hak para pihak dalam memperoleh 

kesempatan yang sama untuk hadir dan membela kepentingannya di 

muka persidangan (Harahap, 2019). 

Sistem pemanggilan para pihak dalam hukum acara peradilan 

agama dikenal melalui relaas panggilan yang disampaikan oleh 

jurusita atau jurusita pengganti atas perintah ketua majelis hakim. 

Relaas panggilan merupakan dokumen resmi yang membuktikan 

bahwa pengadilan telah memberitahukan kepada para pihak 

mengenai waktu, tempat, dan agenda persidangan yang akan 

dilaksanakan. Keberadaan relaas tidak hanya berfungsi sebagai sarana 

administrasi peradilan, tetapi juga sebagai instrumen perlindungan 

hak-hak prosedural para pihak. Tanpa adanya pemanggilan yang sah 

dan patut, proses persidangan berpotensi mengabaikan prinsip due 

process of law yang menjadi fondasi utama dalam penyelenggaraan 

peradilan yang adil (Manan, 2016). 

Keabsahan suatu pemanggilan dalam peradilan agama harus 

memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh peraturan 

perundang-undangan. Ketentuan mengenai pemanggilan para pihak 

diatur dalam Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR), 

Rechtsreglement voor de Buitengewesten (RBg), serta berbagai regulasi 

yang mengatur lingkungan peradilan agama. Persyaratan tersebut 

mencakup aspek kewenangan pejabat yang melakukan pemanggilan, 

tata cara penyampaian relaas, serta tenggang waktu antara 

pemanggilan dan pelaksanaan sidang. Pemenuhan syarat-syarat 

tersebut dimaksudkan untuk menjamin bahwa para pihak 
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memperoleh informasi yang cukup mengenai proses peradilan yang 

sedang berlangsung sehingga dapat menggunakan hak-haknya secara 

optimal (UU No. 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, 2009). 

Perkembangan teknologi informasi turut memengaruhi sistem 

pemanggilan dalam lingkungan peradilan agama. Modernisasi 

administrasi peradilan melalui sistem elektronik telah melahirkan 

mekanisme pemanggilan elektronik (e-summons) yang terintegrasi 

dengan layanan e-Court. Kehadiran sistem tersebut bertujuan 

meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan peradilan tanpa 

mengurangi jaminan perlindungan hak para pihak. Transformasi 

digital dalam pemanggilan perkara menunjukkan adanya upaya 

Mahkamah Agung untuk menyesuaikan proses peradilan dengan 

kebutuhan masyarakat modern yang menuntut akses layanan hukum 

yang lebih cepat dan transparan (Perma No. 7 Tahun 2022 Tentang 

Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara 

Elektronik, 2022). 

Permasalahan sering muncul ketika pemanggilan para pihak 

tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum acara yang 

berlaku. Kesalahan dalam penyampaian relaas, ketidaksesuaian 

alamat pihak yang dipanggil, atau tidak terpenuhinya tenggang waktu 

pemanggilan dapat menimbulkan cacat prosedural yang berdampak 

pada keabsahan proses persidangan. Dalam praktik peradilan agama, 

kondisi tersebut tidak jarang menjadi dasar pengajuan keberatan atau 

upaya hukum oleh pihak yang merasa haknya dirugikan akibat 

pemanggilan yang tidak sah. Oleh karena itu, keakuratan dan 

ketelitian dalam pelaksanaan pemanggilan memiliki arti penting 

dalam menjaga legitimasi proses peradilan (Asnawi, 2019). 

Konsekuensi hukum dari pemanggilan yang tidak sah dapat 

memengaruhi keseluruhan jalannya pemeriksaan perkara. 

Ketidaksesuaian prosedur pemanggilan berpotensi menyebabkan 

persidangan ditunda, pemeriksaan perkara diulang, bahkan menjadi 

alasan pembatalan putusan pada tingkat upaya hukum tertentu. 

Situasi tersebut menunjukkan bahwa relaas panggilan bukan sekadar 

formalitas administratif, melainkan bagian integral dari proses 

penegakan hukum yang menentukan sah atau tidaknya suatu 

pemeriksaan perkara. Pemanggilan yang dilakukan secara benar akan 
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Pendahuluan 

Perdamaian merupakan salah satu prinsip fundamental dalam 

penyelesaian sengketa, baik dalam hukum Islam maupun hukum acara 

perdata Indonesia. Dalam perspektif hukum Islam, perdamaian (ṣulḥ) 

dipandang sebagai cara penyelesaian sengketa yang mengedepankan 

musyawarah, kemaslahatan, dan pemeliharaan hubungan baik 

antarpara pihak (Rosidah dan Karjoko, 2021). Prinsip tersebut 

memiliki relevansi yang kuat dalam lingkungan Peradilan Agama 

karena sebagian besar perkara yang diperiksa berkaitan dengan 

sengketa keluarga, seperti perceraian, hak asuh anak, nafkah, harta 

bersama, waris, dan ekonomi syariah. 

Dalam hukum acara perdata, upaya perdamaian merupakan 

kewajiban yang harus dilakukan hakim sebelum memeriksa pokok 

perkara sebagaimana diatur dalam Pasal 130 HIR dan Pasal 154 RBg. 

Ketentuan tersebut kemudian diperkuat melalui Peraturan 

Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di 

Pengadilan yang mewajibkan para pihak menempuh mediasi sebelum 

perkara dilanjutkan ke tahap pemeriksaan. Dengan demikian, mediasi 

tidak hanya menjadi alternatif penyelesaian sengketa, tetapi telah 

menjadi bagian integral dari proses beracara di pengadilan, termasuk 

di lingkungan Peradilan Agama (Bani Samin, 2020). 

Kedudukan mediasi di Pengadilan Agama memiliki karakteristik 

tersendiri karena tidak hanya berlandaskan pada hukum acara 

perdata, tetapi juga nilai-nilai keislaman yang menekankan 

pentingnya ishlah (perdamaian) dan penyelesaian sengketa secara 

kekeluargaan. Dalam perkara perceraian, misalnya, mediasi tidak 

hanya bertujuan mencapai kesepakatan atas tuntutan para pihak, 

tetapi juga berupaya mempertahankan keutuhan rumah tangga 

apabila masih terdapat peluang untuk berdamai. Oleh karena itu, 

mediasi menjadi instrumen penting dalam mewujudkan penyelesaian 

sengketa yang lebih efektif, efisien, dan berkeadilan. 

Implementasi mediasi di Pengadilan Agama masih menghadapi 

berbagai tantangan, seperti rendahnya tingkat keberhasilan mediasi 

dalam perkara perceraian, faktor emosional para pihak, serta 

keterbatasan kapasitas mediator (Mutholib, Faizal, dan Zaki, 2022). 

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan mediasi tidak 
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hanya ditentukan oleh keberadaan regulasi, tetapi juga dipengaruhi 

oleh kesiapan para pihak, kompetensi mediator, dan dukungan 

kelembagaan peradilan. 

 

Landasan Filosofis dan Yuridis Perdamaian dalam 

Peradilan Agama 

Dalam hukum Islam, perdamaian atau yang dikenal dengan istilah ṣulḥ 

punya kedudukan yang sangat istimewa. Secara sederhana, ṣulḥ 

adalah kesepakatan sukarela antara pihak yang bertikai untuk 

mengakhiri perselisihan mereka secara damai. Konsep ini lahir dari 

inti ajaran Islam yang selalu mengutamakan keharmonisan, 

persaudaraan, dan kemaslahatan bersama. Al-Qur'an sendiri secara 

tegas menganjurkan jalan ini, salah satunya lewat Surat An-Nisā' ayat 

128 yang mengingatkan bahwa perdamaian itu adalah jalan yang jauh 

lebih baik (waṣ-ṣulḥu khair). 

Ketika berbicara tentang urusan keluarga, prinsip damai (ishlah) 

ini menjadi jauh lebih krusial karena taruhannya adalah keutuhan 

rumah tangga dan masa depan keluarga itu sendiri. Konflik yang 

berlarut-larut jelas membawa dampak psikologis yang buruk bagi 

semua pihak (Adiem et al., 2022). Oleh karena itu, saat menangani 

kasus keluarga, hakim di Peradilan Agama tidak boleh hanya fokus 

pada tugasnya memutus perkara di atas kertas, tetapi juga wajib 

mengemban peran sebagai fasilitator yang menjembatani lahirnya 

solusi damai yang sesuai dengan nilai-nilai syariah. 

Jika ditarik ke dalam hukum acara perdata kita, perdamaian ini 

sebenarnya merupakan asas yang wajib diupayakan sejak awal 

persidangan. Hal ini diatur dengan sangat tegas dalam Pasal 130 HIR 

dan Pasal 154 RBg yang memerintahkan hakim untuk mendamaikan 

para pihak sebelum mengulik pokok perkara. Aturan ini menjadi bukti 

bahwa hukum kita tidak melulu mengejar siapa yang menang atau 

kalah lewat putusan hakim, melainkan memberikan ruang seluas-

luasnya bagi para pihak untuk berdamai secara sukarela. Hebatnya, 

jika kesepakatan damai berhasil dicapai, hasilnya akan dituangkan 

dalam akta perdamaian yang kekuatannya setara dengan putusan 

pengadilan yang sudah inkrah (Hidayat dan Yuspiain, 2025). 
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Tahapan Persidangan di Pengadilan Agama  

Persidangan merupakan inti dari proses peradilan karena pada tahap 

inilah perkara diperiksa, dibuktikan, dan diputus oleh hakim. Bagi 

Peradilan Agama, persidangan tidak hanya berfungsi sebagai 

mekanisme penyelesaian sengketa, tetapi juga sebagai sarana 

mewujudkan keadilan berdasarkan hukum nasional dan prinsip-

prinsip hukum Islam. Secara umum, tahapan persidangan di 

Pengadilan Agama meliputi serangkaian proses yang dimulai dari 

pendaftaran perkara hingga pembacaan putusan hakim. 

1. Tahap Pendaftaran Perkara 

 
Gambar 8.1: Alur Pendaftaran Perkara 

Sumber: Dioleh penulis 

 

Proses pendaftaran perkara diawali dengan pihak berperkara 

(Penggugat atau Pemohon) menyerahkan surat gugatan atau surat 

permohonan beserta dokumen persyaratan yang diperlukan 

kepada petugas pendaftaran. Selanjutnya, petugas pendaftaran 

menerima dan memeriksa kelengkapan berkas, menaksir panjar 

biaya perkara yang dituangkan dalam Surat Kuasa Untuk 

Membayar (SKUM), serta mengisi slip setoran bank sesuai dengan 

nominal yang telah ditentukan. 

Setelah menerima slip setoran, pihak berperkara melakukan 

pembayaran panjar biaya perkara melalui loket bank yang 

ditunjuk. Bukti pembayaran yang telah diperoleh kemudian 
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diserahkan kepada kasir bersama berkas pendaftaran perkara. 

Kasir akan memeriksa bukti setoran tersebut, menandatangani, 

dan memberikan cap lunas pada lembar SKUM sebagai tanda 

bahwa pembayaran telah selesai dilakukan.  

Tahap berikutnya, berkas yang telah lengkap dan lunas 

diproses kembali oleh petugas pendaftaran. Petugas akan 

memberikan nomor register perkara dan menyerahkan salinan 

surat permohonan atau gugatan beserta SKUM yang telah 

diregistrasi kepada pihak berperkara. Setelah selesai proses 

registrasi, pendaftaran perkara dinyatakan selesai. Pihak 

berperkara diperbolehkan pulang dan menunggu surat panggilan 

sidang yang akan disampaikan oleh pengadilan sesuai dengan 

jadwal persidangan yang telah ditetapkan. 

Perkembangan teknologi informasi telah mendorong 

Mahkamah Agung untuk menghadirkan sistem pelayanan 

peradilan berbasis elektronik melalui e-Court. Sistem ini 

merupakan bagian dari upaya modernisasi peradilan guna 

mewujudkan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya 

ringan. Melalui e-Court, proses pendaftaran perkara dapat 

dilakukan secara daring tanpa mengharuskan para pihak datang 

langsung ke pengadilan. Pengguna, baik advokat maupun 

masyarakat yang memenuhi persyaratan, dapat mengajukan 

gugatan atau permohonan dengan mengunggah dokumen 

elektronik melalui aplikasi e-Court. Selain itu, identitas para pihak, 

alat bukti, dan dokumen pendukung lainnya juga dapat 

disampaikan secara digital. Setelah proses pendaftaran selesai, 

sistem secara otomatis menghitung panjar biaya perkara yang 

selanjutnya dapat dibayarkan melalui berbagai metode 

pembayaran elektronik yang tersedia (Nurhayati, 2025). 

 

2. Tahap pemanggilan Sidang 

Setelah perkara didaftarkan di Pengadilan Agama, para pihak 

menunggu panggilan sidang yang akan disampaikan oleh Juru Sita 

atau Juru Sita Pengganti. Pemanggilan kepada Penggugat/ 

Pemohon dan Tergugat/Termohon dilakukan dengan 

menyampaikan surat panggilan secara langsung ke alamat yang 
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Konsep Dasar Jawab-Menjawab dalam Hukum Acara 

Peradilan Agama 

1. Pengertian Tahapan Jawab-Menjawab dalam Hukum Acara 

Perdata Islam 

Tahapan jawab-menjawab dalam hukum acara Peradilan Agama 

merupakan rangkaian proses penyampaian dalil dan sangkalan 

antara penggugat dan tergugat di dalam persidangan. Proses ini 

merupakan bagian penting dari hukum acara perdata yang 

berfungsi untuk menguji kebenaran materiil dari suatu sengketa 

yang diajukan ke pengadilan. Dalam tahapan ini, para pihak saling 

mempertahankan dalil masing-masing melalui mekanisme yang 

telah diatur dalam hukum acara. Hakim berperan sebagai pihak 

yang mengarahkan dan menilai relevansi dari setiap argumentasi 

yang diajukan. Dengan demikian, jawab-menjawab menjadi sarana 

utama dalam menguji kebenaran fakta hukum secara berimbang 

(Harjono, 2015). 

Dalam perspektif hukum acara perdata Islam, tahapan jawab-

menjawab mencerminkan prinsip keadilan prosedural yang 

menjamin hak para pihak untuk didengar secara seimbang. Prinsip 

ini sejalan dengan asas audi et alteram partem yang berarti bahwa 

kedua belah pihak harus diberikan kesempatan yang sama untuk 

mengemukakan pendapatnya. Dalam konteks Peradilan Agama, 

asas ini menjadi dasar penting dalam menjaga objektivitas putusan 

hakim. Setiap dalil yang diajukan oleh penggugat harus 

mendapatkan tanggapan dari tergugat, sehingga tidak ada pihak 

yang dirugikan secara prosedural. Oleh karena itu, jawab-

menjawab berfungsi sebagai mekanisme keseimbangan dalam 

proses peradilan. 

Secara teoritis, tahapan jawab-menjawab juga merupakan 

bagian dari proses kontradiktor dalam hukum acara perdata. 

Proses ini memungkinkan terjadinya pengujian silang terhadap 

setiap dalil yang diajukan oleh para pihak. Penggugat 

menyampaikan gugatan sebagai dasar tuntutan hukum, kemudian 

tergugat memberikan jawaban yang dapat berupa bantahan, 

pengakuan, atau penjelasan. Selanjutnya, penggugat dapat 
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menanggapi jawaban tersebut melalui replik, yang kemudian 

diikuti oleh duplik dari tergugat. Rangkaian ini menunjukkan 

bahwa kebenaran hukum dibangun melalui proses dialektika antar 

pihak di hadapan hakim. 

Dasar hukum pelaksanaan jawab-menjawab dalam Peradilan 

Agama tidak diatur secara khusus dalam satu pasal tunggal, tetapi 

merujuk pada ketentuan hukum acara perdata yang berlaku. Hal ini 

didasarkan pada Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 

tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 

50 Tahun 2009, yang menyatakan bahwa hukum acara yang 

berlaku di lingkungan Peradilan Agama adalah hukum acara 

perdata yang berlaku pada peradilan umum. Dengan demikian, 

ketentuan Herziene Indonesisch Reglement (HIR) dan 

Rechtsreglement Buitengewesten (RBg) menjadi rujukan utama. 

Selain itu, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang 

Kekuasaan Kehakiman menegaskan asas peradilan sederhana, 

cepat, dan biaya ringan yang juga tercermin dalam proses jawab-

menjawab. Oleh karena itu, tahapan ini memiliki dasar hukum yang 

kuat dalam sistem peradilan nasional (Fikriyah, 2019). 

Dalam praktiknya, jawab-menjawab tidak hanya bersifat 

formal, tetapi juga memiliki fungsi substantif dalam membentuk 

keyakinan hakim terhadap suatu perkara. Melalui proses ini, hakim 

memperoleh gambaran yang lebih utuh mengenai duduk perkara 

yang disengketakan. Setiap dalil yang diajukan para pihak akan 

diuji melalui argumentasi yang saling berlawanan. Hal ini 

membantu hakim dalam menilai mana dalil yang lebih kuat secara 

hukum dan pembuktian. Dengan demikian, jawab-menjawab 

menjadi instrumen penting dalam proses penemuan hukum 

(rechtvinding) di Peradilan Agama. 

Pada akhirnya, tahapan jawab-menjawab merupakan fondasi 

utama dalam proses pemeriksaan perkara perdata di Peradilan 

Agama. Tahapan ini memastikan bahwa setiap pihak memiliki 

kesempatan yang sama untuk menyampaikan dalil dan membantah 

dalil lawannya. Proses ini mencerminkan prinsip keadilan, 

keseimbangan, dan kepastian hukum dalam peradilan. Tanpa 
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Tinjauan Umum dan Pengertian Sita Jaminan (Conservatoir 

Beslag)  

Kewenangan pengadilan agama sebagai badan peradilan yang mandiri 

dan mempunyai kewenangan mengeksekusi putusannya sendiri, 

yakni setelah berlakunya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 

tentang Peradilan Agama. Sebelumnya untuk mengeksekusi 

putusannya, pengadilan agama terlebih dahulu meminta persetujuan 

dari Peradilan Umum atau Pengadilan Negeri yang dikenal dengan 

executoir verklaring.  

Jika dicermati penggunaan istilah "conservatoir beslag" yang 

digunakan di lingkungan peradilan, ditemukan berbagai macam 

pengalihan arti yang digunakan hakim atau pengadilan. Misalnya 

Pengadilan Negeri Bandung mengalihkan pengertian conservatoir 

beslag ke dalam bahasa hukum Indonesia dengan istilah sita 

pengukuhan. Pengadilan Negeri Sumedang menggunakan istilah sita 

jaminan.  

Berbagai istilah tersebut menunjukkan beragam penafsiran 

makna conservatoir beslag, namun dari sekian istilah, mulai dari istilah 

sita pengukuhan dan sita jaminan, maka yang paling tepat adalah sita 

jaminan. Oleh karena penyitaan bertujuan lebih cenderung 

memberikan jaminan akan kemampuan tergugat menunaikan hak-

hak penggugat dalam suatu gugatan di pengadilan. Meskipun sita 

jaminan dapat digunakan untuk sengketa hak milik, seperti sengketa 

hak milik atas tanah. Oleh karena dalam sengketa hak milik atas tanah, 

penggugat biasanya dalam petitum surat gugatannya memohon agar 

penggugat dinyatakan sebagai pemilik sah atas tanah objek sengketa 

yang dikuasai tergugat.  

Pengertian sita jaminan ditinjau dari segi yuridis dimaksudkan 

agar dapat dipahami berbagai ketentuan perundang-undangan yang 

mengatur mengenai sita jaminan. Dalam ketentuan Pasal 227 HIR atau 

Pasal 261 RBg dapat diketahui bahwa sita jaminan mengandung 

pengertian antara lain sebagai tindakan eksepsional. Seringkali hakim 

dalam memeriksa perkara dan ada permohonan sita jaminan 

dilakukan lebih awal sebelum pokok perkara diperiksa. Bahkan sering 

penyitaan dilakukan pada saat pemeriksaan perkara sebelum hakim 

memutuskan perkara.  
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Sesuai ketentuan Pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 

tentang Peradilan Agama yang mengatur bahwa hukum acara yang 

berlaku pada lingkungan pengadilan dalam lingkungan Peradilan 

Agama adalah hukum acara yang berlaku pada pengadilan di 

lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus 

dan undang-undang ini. Hal ini menunjukkan bahwa bahwa hukum 

formal atau hukum acara atau hukum ajektif yang berlaku di 

pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum berlaku pula di 

pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama termasuk dalam hal 

menjamin hak-hak penggugat dalam bentuk sita jaminan dan sita 

marital adalah mengacu kepada ketentuan dalam peraturan tersebut..  

Dengan demikian sita jaminan merupakan tindakan eksepsional 

yang dilakukan hakim seolah-olah telah menghukum tergugat 

sebelum putusan dijatuhkan. Oleh karena itu, seharusnya sita jaminan 

dilakukan dengan pertimbangan yang matang dan tidak gegabah. 

Mengabulkan permohonan sita jaminan penggugat merupakan 

tindakan yang dapat menimbulkan berbagai sangkaan bagi tergugat, 

sebab sebelum putusan telah terjadi tindakan penyitaan atas harta 

benda tergugat. Dan sesuai praktik selama ini, pihak hakim pengadilan 

jarang mengabulkan permohonan sita jaminan, mengingat dampak 

hukum pengabulan sita jaminan dapat merugikan tergugat, apalagi 

jika dalam amar putusan hakim sita jaminan yang diletakkan atas 

harta benda tergugat dinyatakan diangkat. 

Selain sita jaminan merupakan tindakan eksepsional, sita jaminan 

juga dapat disebut sebagai tindakan perampasan. Pengabulan sita 

jaminan akan berakibat harta yang dimiliki tergugat tidak dapat 

dialihkan atau disembunyikan, sehingga sita jaminan yang diletakkan 

hakim atas harta benda milik tergugat akan menimbulkan 

pembatasan akses terhadap harta tergugat. Sita jaminan sebagai 

tindakan perampasan dapat berbentuk permanen apabila sita jaminan 

dilanjutkan dengan perintah penyerahan objek sita kepada penggugat. 

Boleh juga sita jaminan dilanjutkan dengan penjualan lelang untuk 

melunasi utang atau kewajiban tergugat. 
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Musyawarah Majelis Hakim dalam Proses Pengambilan 

Putusan 

1. Pengertian dan Hakikat Musyawarah Majelis Hakim 

Musyawarah majelis hakim merupakan tahapan penting dalam 

proses pengambilan putusan di Peradilan Agama yang dilakukan 

secara kolektif oleh para hakim yang memeriksa perkara. 

Musyawarah ini merupakan forum deliberatif yang bertujuan 

untuk membahas, menilai, dan menyimpulkan seluruh fakta 

hukum serta alat bukti yang terungkap di persidangan. Dalam 

forum tersebut, hakim tidak lagi bertindak secara individual dalam 

memeriksa perkara, melainkan secara bersama-sama dalam satu 

majelis. Setiap hakim menyampaikan pendapat hukumnya 

berdasarkan analisis terhadap fakta dan ketentuan hukum yang 

berlaku. Dengan demikian, musyawarah menjadi mekanisme 

institusional dalam membangun putusan yang objektif dan 

berimbang (Fikriyah, 2019). 

Secara hakikat, musyawarah majelis hakim mencerminkan 

prinsip kolegialitas dalam sistem peradilan di Indonesia. Prinsip ini 

menegaskan bahwa putusan pengadilan bukan hasil dari kehendak 

satu orang hakim, melainkan hasil kesepakatan atau mayoritas 

pendapat dalam majelis. Dalam Peradilan Agama, prinsip ini 

penting untuk menjaga kualitas putusan agar tidak bersifat 

subjektif. Setiap hakim memiliki kesempatan yang sama untuk 

mengemukakan pendapatnya secara independen tanpa tekanan 

dari pihak manapun. Oleh karena itu, musyawarah menjadi sarana 

untuk mencapai keadilan substantif melalui proses diskusi yuridis 

yang terstruktur. 

Musyawarah majelis hakim juga berfungsi sebagai ruang 

evaluasi terhadap seluruh proses pemeriksaan perkara yang telah 

dilakukan di persidangan. Dalam tahap ini, hakim menilai kembali 

kebenaran formil dan materiil dari setiap dalil, jawaban, serta alat 

bukti yang diajukan para pihak. Proses evaluasi ini dilakukan 

secara sistematis untuk memastikan bahwa putusan yang diambil 

telah sesuai dengan hukum yang berlaku dan rasa keadilan 

masyarakat. Hakim ketua biasanya memimpin jalannya 
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musyawarah, namun tidak memiliki kewenangan untuk 

memaksakan pendapatnya kepada hakim anggota. Dengan 

demikian, musyawarah mencerminkan mekanisme checks and 

balances internal dalam majelis hakim (Wijayanti, 2021). 

Dasar hukum musyawarah majelis hakim dapat ditelusuri 

dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan 

Kehakiman. Pasal 19 ayat (1) undang-undang tersebut 

menegaskan bahwa hakim dalam memutus perkara harus 

berdasarkan musyawarah untuk mufakat dalam majelis hakim. 

Apabila mufakat tidak tercapai, maka putusan diambil berdasarkan 

suara terbanyak. Ketentuan ini menunjukkan bahwa sistem 

peradilan Indonesia menganut prinsip deliberatif kolegial dalam 

pengambilan putusan. Dalam konteks Peradilan Agama, ketentuan 

ini menjadi dasar formal dalam setiap proses pengambilan 

keputusan oleh majelis hakim. 

Hakikat musyawarah juga berkaitan erat dengan prinsip 

independensi hakim dalam memeriksa dan memutus perkara. 

Setiap hakim dalam majelis memiliki kebebasan untuk 

menyampaikan pendapat hukum berdasarkan keyakinan 

yuridisnya masing-masing. Pendapat tersebut tidak boleh 

dipengaruhi oleh tekanan eksternal, baik dari pihak berperkara 

maupun lembaga lain di luar pengadilan. Namun, kebebasan 

tersebut tetap berada dalam koridor hukum dan etika peradilan. 

Dengan demikian, musyawarah tidak hanya bersifat teknis, tetapi 

juga mencerminkan integritas moral dan profesionalisme hakim 

(Risa et al., 2021). 

Pada akhirnya, musyawarah majelis hakim merupakan 

instrumen fundamental dalam memastikan bahwa putusan 

pengadilan di Peradilan Agama lahir dari proses deliberasi yang 

adil, objektif, dan rasional. Melalui musyawarah, setiap aspek 

perkara diuji secara kolektif sehingga mengurangi potensi 

kesalahan dalam pengambilan keputusan. Proses ini juga 

memperkuat legitimasi putusan di mata hukum dan masyarakat. 

Oleh karena itu, musyawarah majelis hakim bukan sekadar 

prosedur formal, tetapi merupakan inti dari proses peradilan yang 

menjamin tercapainya keadilan yang sejati. 



Musyawarah Majelis Hakim, Kedudukan Doktrin, Dan Penemuan Hukum 

 

225 Nur Chasanah 

Daftar Pustaka 

Adonara, F. F. (2015). Prinsip Kebebasan Hakim dalam Memutus 

Perkara sebagai Amanat Konstitusi: Principles of Freedom of 

Justice in Decidene The Case as a Constitutional Mandate. Jurnal 

Konstitusi, 12(2). 

Aghnia Rizky Shalsyah Dery, M. J. A. (2024). Analisis Dasar 

Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Nomor 

744/Pdt.G/2023/PA.Mlg jo. Nomor 426/Pdt.G/2023/PTA.Sby jo. 

Nomor 291 K/Ag/2024: Pemenuhan Asas Keadilan, Kepastian 

Hukum, dan Kemanfaatan. Jurnal Transparansi Hukum, 277–286. 

Andi Hakim Lubis, Pagar, F. L. (2023). Maslahat Aspects as a Basis for 

Judges' Considerations in the Implementation of Forced Money 

(Dwangsom) in Religious Courts. PENA JUSTISIA: MEDIA 

KOMUNIKASI DAN KAJIAN HUKUM, 22(02), 262–272. 

Febriyanti, W. D. R. (2025). Penemuan Hukum (Rechtsvinding) dan 

Pembentukan Hukum (Rechtsschepping) dalam Sistem Peradilan 

Indonesia. Jolsic, 13(2), 165–172. 

Fikri Rahmananda, D. B. N. (2025). PENETAPAN PENGAMPUAN 

UNTUK PENGURUSAN HARTA DAN PERALIHAN HAK ATAS TANAH 

OLEH HAKIM PENGADILAN AGAMA. VeJ, 11(2), 395–412. 

https://doi.org/10.25123/vej.v11i2.8752 

Fikriyah, U. (2019). PERAN AKTIF HAKIM DALAM PEMERIKSAAN 

KETERANGAN. AL-‘ADALAH, 19(2), 158–166. 

GHIGHECI, C. (2023). Imparțialitatea – valoare fundamentală a eticii 

profesiei de judecător Impartiality - Fundamental Value of the 

Ethics of the Profession of Judge. Revista Etică Și Deontologie, 3(1), 

87–96. 

Halim, A. (2024). The Relevance of Qiyas in Contemporary Legal 

Determination: Analysis of the Perspective of Usul Fiqh. Journal 

Corner of Education, Linguistics, and Literature, 4(001), 649–654. 

Haq, H. S. (2022). Legal Reasoning of a Judge's Dissenting Opinion in 

the Decision of the Constitutional Court No. 1 / PUU-VIII / 2010 

Against the Judicial Review of Law No. 3 of 1997 on Juvenile Courts. 



Musyawarah Majelis Hakim, Kedudukan Doktrin, Dan Penemuan Hukum 

 

226 Nur Chasanah 

JURNAL JURISPRUDENCE, 12(2), 250–264. 

https://doi.org/10.23917/jurisprudence.v12i2.1309 

I Wayan Yasa, E. I. (2023). Kepastian hukum putusan hakim dalam 

penyelesaian sengketa perkara perdata. JURNAL RECHTENS, 12(1), 

33–48. 

Manan, A. (2009). PENEMUAN HUKUM OLEH HAKIM DALAM 

PRAKTEK HUKUM ACARA DI PERADILAN AGAMA. Jurnal Hukum 

dan Peradilan, 2(2). 

Manik, S. M. T. (2012). Legal Construction for the Establishment of 

Sharia Economic Special Courts in Religious Courts in Indonesia. 

Budapest International Research and Critics Institute-Journal 

(BIRCI-Journal), 4(3), 6630–6639. 

Muwahid. (2017). METODE PENEMUAN HUKUM (RECHTSVINDING) 

OLEH HAKIM DALAM UPAYA MEWUJUDKAN HUKUM YANG 

RESPONSIF. AL-HUKAMA The Indonesian Journal of Islamic Family 

Law, 07(1). 

Muzakir, K. (2025). Konsep Putusan Hakim pada Konsep Keputusan 

Pengadilan Agama di Indonesia. Hukum Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum 

Sosial dan Humaniora, 2(4), 30–31. 

Riandi, M. (2024). The Theory of the Rule 'Ijtihad Cannot Be 

Overturned by Another Ijtihad' and Its Application in the Case of 

Bid'ah Divorce. Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, 

Economic and Legal Theory, 1513–1533. 

Risa, H., Noerteta, S., & Setyawan, H. (2021). dalam Perspektif Perma 

No. 1 tahun 2020 jo. Undang-undang No. 48 tahun 2009. Al-Qanun: 

Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam, 24(1). 

Rofiq, M. K., Muallim, A., & Tono, S. (2021). DINAMIKA SENGKETA 

PERDATA ISLAM DI PENGADILAN AGAMA DAERAH ISTIMEWA 

YOGYAKARTA. An-Nawa: Jurnal Studi Islam, 03(01), 64–84. 

Wijayanti, N. (2021). Telaah Eksistensi Dissenting Opinion Hakim 

Mahkamah Agung dalam Memeriksa dan Memutus Permohonan 

Kasasi Terdakwa (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 188 

K/Pid/2017). Verstek Jurnal Hukum Acara, 7(2), 283–291.  



Musyawarah Majelis Hakim, Kedudukan Doktrin, Dan Penemuan Hukum 

 

227 Nur Chasanah 

PROFIL PENULIS  

Dr. Hj. Nur Chasanah, S.H., M.H. 
Ketertarikan penulis terhadap bidang 

hukum dimulai sejak masa muda dan 

diwujudkan melalui pendidikan formal. 

Penulis lahir di Nganjuk, 16 Agustus 1968, 

dan menyelesaikan pendidikan dasar 

hingga menengah di Kertosono. Pendidikan 

tinggi ditempuh di Fakultas Hukum 

Universitas Udayana, Bali, dengan gelar 

Sarjana Hukum pada tahun 1992. 

Selanjutnya, penulis menyelesaikan Magister Ilmu Hukum di 

universitas yang sama pada tahun 2002 dan meraih gelar Doktor Ilmu 

Hukum dari Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya pada tahun 2021. 

Sejak tahun 1994, penulis berkarier sebagai dosen tetap, awalnya 

di STIH Muhammadiyah Bima Nusa Tenggara Barat. Pada tahun 2003, 

penulis melanjutkan pengabdian di Fakultas Hukum Universitas Islam 

Kadiri (UNISKA) Kediri, Jawa Timur, di bawah naungan LLDIKTI 

Wilayah 7 Surabaya, dengan konsentrasi Hukum Pidana. Mata kuliah 

yang diampu antara lain Hukum Pidana, Hukum Pidana Khusus, 

Kriminologi, Viktimologi, serta Kejahatan Korporasi. 

Selain mengajar, penulis aktif dalam organisasi profesi, kegiatan 

pengabdian masyarakat, serta menjadi narasumber di berbagai forum, 

termasuk media televisi dan radio. Berbagai karya ilmiah telah 

diterbitkan, baik berupa jurnal maupun buku, di antaranya Kejahatan 

Korporasi (2020) dan Asas Mens Rea Sebagai Dasar Diversi Dalam 

Sistem Peradilan Pidana Anak (2021). Etika Profesi Hukum (2025), 

Pengantar Kriminologi (2025).  

 

E-mail Penulis: nurchasanah@uniska-kediri.ac.id  

 

 

 

 

 

mailto:nurchasanah@uniska-kediri.ac.id


Upaya Hukum Efektif: Verzet, Banding, Kasasi, Dan Peninjauan Kembali 

 

228 Ratna Indayatun 

 

 

 

 

 

 
 

BAB 12  

UPAYA HUKUM 

EFEKTIF: VERZET, 

BANDING, KASASI, DAN 

PENINJAUAN KEMBALI 
 

 

 

Dr. Ratna Indayatun, S.H., M.H. 

Universitas Islam Syeh Yusuf Tangerang 

 

 

 

 

 



Upaya Hukum Efektif: Verzet, Banding, Kasasi, Dan Peninjauan Kembali 

 

229 Ratna Indayatun 

Pendahuluan 

Upaya hukum merupakan instrumen penting dalam sistem peradilan 

Indonesia karena memberikan kesempatan kepada para pihak untuk 

memperoleh pemeriksaan ulang terhadap putusan pengadilan. Dalam 

konteks hukum acara, upaya hukum dipahami sebagai mekanisme 

yang disediakan oleh undang-undang untuk mengoreksi 

kemungkinan terjadinya kekeliruan dalam proses maupun putusan 

hakim. Melalui upaya hukum, sistem peradilan memastikan bahwa 

asas keadilan, kepastian, dan kemanfaatan dapat berjalan secara 

seimbang (Jurnal Yudisial 2018: 56). 

Secara teoretis, para ahli hukum acara juga menegaskan 

pentingnya upaya hukum dalam menjaga kualitas putusan. Sudikno 

Mertokusumo menyatakan bahwa upaya hukum adalah “alat yang 

diberikan oleh undang-undang untuk memperbaiki kekeliruan hakim 

dalam memutus perkara,” sehingga keberadaannya merupakan 

bagian dari jaminan keadilan prosedural dan substantif 

(Mertokusumo 2009: 112). Senada dengan itu, Yahya Harahap 

menegaskan bahwa upaya hukum merupakan mekanisme kontrol 

internal dalam sistem peradilan untuk memastikan bahwa putusan 

hakim tidak menyimpang dari hukum yang berlaku (Harahap 2017: 

221). Dengan demikian, secara doktrinal, upaya hukum dipandang 

sebagai pilar penting dalam menjaga integritas peradilan. 

Dalam sistem peradilan agama, kedudukan upaya hukum 

memiliki karakteristik tersendiri karena perkara yang diperiksa 

berkaitan erat dengan hukum keluarga Islam, seperti perkawinan, 

perceraian, waris, dan harta bersama. Oleh sebab itu, mekanisme 

koreksi putusan melalui verzet, banding, kasasi, dan peninjauan 

kembali menjadi sangat penting untuk menjamin terpenuhinya 

hak-hak keperdataan umat Islam. Pengadilan Tinggi Agama, misalnya, 

berperan sebagai judex facti yang menilai ulang fakta dan bukti, 

sehingga banding menjadi sarana kontrol kualitas putusan tingkat 

pertama (JHP 2019: 87). 

Tujuan utama upaya hukum dapat dilihat dari tiga fungsi 

pokoknya. Pertama, fungsi korektif, yaitu memperbaiki kekeliruan 

putusan atau proses pemeriksaan. Kedua, fungsi kontrol, yaitu 
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memastikan bahwa hakim tingkat pertama dan banding menerapkan 

hukum secara tepat dan konsisten. Ketiga, fungsi perlindungan hak, 

yaitu memberikan jaminan bahwa para pihak tidak dirugikan oleh 

kesalahan prosedur atau penerapan hukum yang keliru. Dalam 

perkara verstek, misalnya, verzet berfungsi melindungi tergugat dari 

putusan yang dijatuhkan tanpa kehadirannya, terutama jika 

ketidakhadiran tersebut disebabkan pemanggilan yang tidak patut 

(Sitorus 2020: 45). 

Dasar hukum upaya hukum dalam peradilan agama tersebar 

dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Undang-Undang 

Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (sebagaimana diubah 

dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan UU No. 50 Tahun 2009) mengatur 

kewenangan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama, 

termasuk mekanisme banding. HIR/RBg tetap menjadi rujukan 

penting dalam hal verzet dan ketentuan acara perdata yang belum 

diatur secara khusus. Sementara itu, Undang-Undang Mahkamah 

Agung mengatur kasasi dan peninjauan kembali sebagai upaya hukum 

luar biasa. Selain itu, berbagai PERMA dan Surat Edaran Mahkamah 

Agung (SEMA) memberikan pedoman teknis mengenai tata cara 

pengajuan upaya hukum, termasuk batas waktu, syarat formil, dan 

tata cara pemeriksaan di tingkat banding maupun kasasi. 

Dengan demikian, upaya hukum dalam peradilan agama bukan 

hanya mekanisme prosedural, tetapi juga bagian dari sistem 

perlindungan hukum yang memastikan bahwa setiap putusan 

benar-benar mencerminkan keadilan substantif. Upaya hukum 

menjadi jembatan antara kesalahan manusiawi dalam proses 

peradilan dan kebutuhan untuk menjaga integritas putusan 

pengadilan. 

 

Verzet (Perlawanan terhadap Putusan Verstek) 

1. Pengertian Verzet 

a. Definisi Verstek dan Verzet 

Dalam hukum acara perdata, verstek adalah putusan yang 

dijatuhkan oleh pengadilan ketika tergugat tidak hadir tanpa 

alasan sah meskipun telah dipanggil secara patut. Putusan 
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Pengantar  

Tahap akhir dalam proses Hukum Acara Peradilan Agama adalah 

pelaksanaan putusan Pengadilan Agama yang telah berkekuatan 

hukum tetap atau in kracht. Pada tahap ini, tidak ada lagi ruang untuk 

mengajukan upaya hukum tambahan, gugatan baru, ataupun 

permohonan ulang. Proses ini sejalan dengan asas kepastian hukum, 

yang menjunjung tinggi keadilan dan kebenaran berdasarkan putusan 

final dari Majelis Hakim (Hadrian et al., 2024).  

Pada prinsipnya, tidak semua putusan hakim dapat dilaksanakan 

secara paksa atau eksekutorial oleh pengadilan. Hanya putusan yang 

bersifat condemnatoir yang memiliki kemampuan untuk dieksekusi. 

Di sisi lain, putusan yang bersifat declaratoir dan constitutif tidak 

memerlukan tindakan pemaksaan dari pengadilan karena tidak 

mengandung tuntutan terhadap pemenuhan suatu prestasi. Apabila 

pihak yang kalah bersedia melaksanakan putusan tersebut secara 

sukarela, maka peran pengadilan dalam hal ini tidak lagi diperlukan. 

Akan tetapi, dalam kenyataannya, sering kali pihak yang kalah 

menolak atau enggan menjalankan putusan tanpa paksaan. Dalam 

kondisi seperti ini, pihak yang memenangkan perkara dapat 

mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk melakukan 

eksekusi paksa atas putusan tersebut. (Sutopo et al., 2021). 

Sebuah putusan dinyatakan memiliki kekuatan hukum tetap (in 

kracht) apabila tidak ada upaya hukum banding maupun eksekusi 

yang diajukan terhadap putusan tersebut, serta telah melewati batas 

waktu yang ditetapkan untuk pengajuan upaya hukum, yaitu 14 hari. 

Namun, terdapat pengecualian bagi putusan yang dilengkapi dengan 

keputusan pelaksanaan seketika atau serta-merta (uitvoerbaar bij 

voorraad), atau putusan yang dapat langsung dijalankan sebagaimana 

telah dijelaskan sebelumnya. (Rofiq, 2022). 

Produk yang dihasilkan oleh Pengadilan Agama, baik berupa 

putusan maupun penetapan, berfungsi sebagai acuan bagi pihak yang 

memenangkan perkara untuk melanjutkan ke tahap pelaksanaan, 

yakni eksekusi putusan. Pelaksanaan putusan pengadilan agama 

dapat diwujudkan melalui proses eksekusi atas putusan hakim yang 

dijalankan oleh aparat hukum yang bertugas di Pengadilan Agama. 
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Berdasarkan hal tersebut, serta merujuk pada ilustrasi yang tersedia, 

sebagai subjek hukum yang terikat oleh ketentuan perundang-

undangan, menjadi sangat penting bagi kita untuk memahami konsep 

eksekusi putusan, jenis-jenis pelaksanaan putusan yang telah diatur 

dalam sistem hukum, serta kategori putusan yang dapat dieksekusi 

sesuai dengan ketentuan yang berlaku. (Tsamrotul Fuadah, 2019). 

 

Pengertian Eksekusi 
Secara etimologis, istilah eksekusi berasal dari bahasa Belanda, yakni 

executie atau executeren. Kata executie merujuk pada pelaksanaan 

putusan, sedangkan executeren berarti melaksanakan atau 

menjalankan putusan. Dalam konteks terminologi hukum acara 

peradilan, eksekusi didefinisikan sebagai proses pelaksanaan putusan 

pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (in kracht 

van gewijsde). Pelaksanaan ini dilakukan secara paksa terhadap pihak 

yang kalah dalam perkara apabila yang bersangkutan tidak bersedia 

secara sukarela mematuhi putusan pengadilan sebagaimana mestinya 

(Darania Anisa, 2024).  

Eksekusi adalah proses pelaksanaan keputusan yang sudah 

memiliki kekuatan hukum tetap, tidak dapat diubah lagi, dan wajib 

dipatuhi oleh semua pihak yang terlibat dalam sengketa. Dengan kata 

lain, eksekusi menegaskan bahwa pihak yang kalah harus menerima 

dan melaksanakan keputusan tersebut, baik secara sukarela maupun 

dengan bantuan aparat penegak hukum jika diperlukan (Subekti, 

1989). 

Eksekusi adalah pelaksanaan resmi atas putusan pengadilan yang 

dilakukan di bawah arahan ketua pengadilan (Amri, 2021). Dengan 

kata lain, eksekusi atau pelaksanaan putusan merupakan langkah 

untuk menindaklanjuti keputusan yang telah memiliki kekuatan 

hukum tetap. Proses ini menjadi tahap akhir dalam penyelesaian suatu 

sengketa, karena keputusan yang dikeluarkan oleh pengadilan 

dianggap final dan tidak dapat diganggu gugat secara hukum (Manan 

& SH, 2016). 

Meskipun proses pemeriksaan perkara di pengadilan secara 

prinsip berakhir dengan dikeluarkannya suatu putusan, hal ini tidak 
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Paradigma Modernisasi dan Urgensi Hukum Digitalisasi 

Peradilan 

Evolusi peradaban manusia yang bergerak eksponensial menuju era 

masyarakat digital secara hakikat memaksa seluruh instrumen 

kekuasaan negara untuk melakukan adaptasi struktural, tidak 

terkecuali institusi peradilan. Dalam konteks Indonesia, peradilan 

tidak lagi sekadar dipandang sebagai gedung atau tempat fisik 

bertemunya para pihak yang bersengketa, melainkan sebuah fungsi 

pelayanan publik dalam menegakkan hukum dan keadilan (justice is 

not a place; it is a service) (Suhadi, 2024). Paradigma modernisasi 

inilah yang melandasi urgensi dilakukannya digitalisasi hukum acara 

pada lingkungan Peradilan Agama di bawah naungan Mahkamah 

Agung Republik Indonesia sejak dicanangkannya era pembaruan 

peradilan modern. 

Secara filosofis, transformasi dari sistem peradilan konvensional 

yang berbasis kertas (paper-based) menuju peradilan elektronik 

(paperless/electronic justice) merupakan upaya untuk 

mereaktualisasikan asas fundamental hukum acara, yaitu asas 

peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan sebagaimana 

diamanatkan dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 

2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Widodo & Santoso, 2025). 

Dalam praktik hukum acara perdata konvensional (HIR/RBg), asas ini 

sering kali terbentur oleh kendala geografis, birokrasi pemanggilan 

para pihak yang memakan waktu lama, hingga tingginya biaya panjar 

perkara akibat radius panggilan jurusita yang sangat luas. 

Di sini lah lingkungan Peradilan Agama memegang peran yang 

sangat krusial dan menarik untuk dikaji. Karakteristik perkara dalam 

kompetensi absolut Peradilan Agama, seperti perceraian, sengketa 

waris, hibah, hingga ekonomi syariah, memiliki kedekatan sosiologis 

yang sangat erat dengan dinamika personal masyarakat (Arto, 2024). 

Sebagai contoh, dalam sengketa perkawinan, tidak jarang salah satu 

pihak (baik penggugat maupun tergugat) berada di luar kota, luar 

provinsi, atau bahkan menjadi Pekerja Migran Indonesia (PMI) di luar 

negeri. Jika peradilan tetap bersikukuh menggunakan mekanisme 

pemanggilan fisik konvensional, maka pemenuhan keadilan akan 
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berjalan lambat (justice delayed is justice denied) dan memakan biaya 

yang tidak proporsional bagi masyarakat pencari keadilan. 

Oleh karena itu, urgensi digitalisasi di Peradilan Agama tidak 

sekadar menyentuh aspek otomatisasi administratif, melainkan 

sebuah bentuk progresivitas hukum (humanisasi hukum) untuk 

meruntuhkan sekat-sekat formalitas prosedural yang selama ini 

menghambat akses terhadap keadilan (access to justice) (Rahman, 

2025). Digitalisasi peradilan melalui payung e-Court hadir sebagai 

jembatan yang menghubungkan antara kebutuhan sosiologis 

masyarakat modern dengan kepastian hukum acara formal yang lebih 

efisien, transparan, dan akuntabel. 

 

Evolusi Regulasi dan Kerangka Normatif E-Court 

Letak legalitas formal dari digitalisasi hukum acara perdata di 

Indonesia tidak lahir secara instan, melainkan melalui tahapan evolusi 

regulasi yang mencerminkan sikap kompromistis sekaligus progresif 

dari Mahkamah Agung RI. Langkah ini diambil guna mengatasi 

kekakuan korpus hukum acara perdata klasik, yakni Herziene 

Inlandsch Reglement (HIR) dan Rechtreglement voor de 

Buitengewesten (RBg) yang secara hierarkis merupakan produk 

hukum kolonial abad ke-19 yang belum mengenal realitas teknologi 

informasi. Guna mengisi kekosongan hukum (rechtsvacuum) tersebut 

tanpa harus menunggu reformasi legislatif kodifikasi hukum acara 

perdata yang mandek di parlemen, Mahkamah Agung menggunakan 

hak legislasi internalnya melalui pembentukan Peraturan Mahkamah 

Agung (Mertokusumo, 2022). 

Pintu gerbang modernisasi yudisial secara formal dibuka dengan 

diterbitkannya Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 3 Tahun 

2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan secara Elektronik. 

Pada fase awal tahun 2018, fokus digitalisasi masih bersifat parsial 

dan terbatas pada wilayah administratif pra-persidangan (pre-

litigation) (Fauzi, 2024). Ruang lingkup Perma ini baru 

mengakomodasi tiga komponen utama e-Court, yaitu pendaftaran 

perkara secara online (e-Filing), pembayaran panjar biaya perkara 

secara online (e-Payment), dan pemanggilan para pihak secara online 
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Konstruksi Konstitusional Keuangan Negara 
Sebagaimana prinsip negara hukum (rechtstaat), landasan 

fundamental dari eksistensi Republik Indonesia adalah perlindungan 

terhadap hak-hak dasar warga negaranya. Konstitusi secara tegas 

menjamin hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian 

hukum yang adil melalui Pasal 28D ayat (1) UUDNRI 1945 (Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 1945). Dalam 

konsepsi konstitusionalisme, negara tidak hanya dituntut untuk pasif 

menghindari pelanggaran hak, tetapi wajib secara aktif mendesain 

struktur tata kelola dan instrumen kelembagaan yang memastikan 

hak-hak keperdataan setiap individu terlindungi secara utuh (Jimly 

Asshiddiqie, 2021). Pada ranah hukum keluarga dan perdata, 

perwujudan perlindungan konstitusional ini dimandatkan kepada 

lembaga peradilan, khususnya Peradilan Agama, yang memiliki 

otoritas untuk memutus dan menetapkan status keperdataan warga 

negara secara sah di mata hukum. 

Namun, seiring dengan disrupsi teknologi, paradigma 

perlindungan hak tersebut kini bergeser dan berhadapan dengan 

tantangan era konstitusionalisme digital. Transformasi dari pelayanan 

berbasis fisik menuju pelayanan berbasis elektronik menuntut adanya 

kedaulatan data dan tata kelola algoritma negara yang terintegrasi. 

Hal ini telah diamanatkan oleh pemerintah melalui Perpres 95/2018 

SPBE (Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem 

Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), 2018), yang mensyaratkan 

keterpaduan sistem informasi untuk menghasilkan layanan publik 

yang kohesif. Sayangnya, cita ideal dari integrasi sistem ini 

bertabrakan dengan realitas fragmentasi arsitektur digital 

penyelenggaraan negara. Institusi-institusi negara beroperasi 

layaknya pilar-pilar yang terisolasi. Mahkamah Agung mengendalikan 

Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), Kementerian Agama 

mengelola Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH), dan 

Kementerian Dalam Negeri memegang otoritas atas Sistem Informasi 

Administrasi Kependudukan (SIAK). 

Dampak destruktif dari ketiadaan sinkronisasi sistem ini 

termanifestasi secara nyata dalam implementasi hukum acara 

Peradilan Agama, terutama pada fase administrasi pasca-putusan. 

Berdasarkan Pasal 84 UU 7/1989 Peradilan Agama beserta 
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perubahannya, Panitera Pengadilan Agama diwajibkan untuk 

mengirimkan salinan putusan perceraian yang telah berkekuatan 

hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah (KUA) setempat 

(Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, 

1989). Ketentuan ini dirancang agar status perdata warga negara yang 

telah diputus oleh pengadilan segera dicatat dalam register negara 

(Mukti Arto, 2004). Akan tetapi, kewajiban normatif ini pada 

praktiknya sering kali berujung pada disfungsi birokrasi. Kegagalan 

atau kelalaian pengiriman salinan putusan, baik secara manual 

maupun elektronik, merupakan anomali yang terus berulang. Hukum 

acara yang masih merujuk pada ketentuan klasik sering kali lambat 

beradaptasi dengan kebutuhan eksekusi hak yang presisi dan instan 

(M. Yahya Harahap, 2007). 

Disfungsi administrasi pasca-putusan ini berakar pada 

kelemahan struktural regulasi dan orientasi institusional. Di satu sisi, 

norma kewajiban penyampaian salinan putusan tersebut bersifat lex 

imperfecta, yakni sebuah perintah undang-undang yang hampa karena 

tidak disertai instrumen daya paksa atau sanksi administratif yang 

tegas bagi aparatur yang melanggarnya. Di sisi lain, absennya 

sinkronisasi algoritma antara SIPP, SIMKAH, dan SIAK menempatkan 

warga negara sebagai korban langsung dari kelumpuhan birokrasi. 

Seorang pencari keadilan (justice seeker) dapat dinyatakan sah 

bercerai di ruang sidang, namun secara de facto hak keperdataannya 

terkatung-katung karena statusnya di basis data kependudukan tidak 

diperbarui. 

Pembiaran terhadap fragmentasi data ini bukan lagi sekadar 

malapraktik administratif biasa, melainkan sebuah bentuk 

pengabaian terhadap hak konstitusional warga negara atas kepastian 

status hukum dalam era digital. Berangkat dari disparitas antara 

idealitas konstitusi dan realitas empiris di pengadilan, tulisan ini 

bertujuan untuk memetakan secara kritis berbagai tantangan hukum 

acara. Peradilan Agama baik dari segi kekakuan regulasi maupun 

ketiadaan infrastruktur integrasi. Lebih lanjut, tulisan ini berupaya 

merumuskan prospek reformasi regulasi dan tata kelola. Peradilan 

Agama yang responsif, berlandaskan pada paradigma kedaulatan 

rakyat dan pelindungan data guna mewujudkan keadilan yang hakiki. 
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